
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.446, 2021 KEMENKEU. Penundaan Pemotongan Dana 

Perimbangan. Tidak Memenuhi Alokasi Dana 
Desa. Tata Cara. 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41/PMK.07/2021 

TENTANG 

TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA PERIMBANGAN 

TERHADAP DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI ALOKASI DANA DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penundaan 

dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap 

daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan 

dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap 

Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa; 

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas 

pemenuhan alokasi dana desa oleh daerah, perlu 

mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara 

penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan 

terhadap daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, penundaan dan/atau 

pemotongan penyaluran dana transfer umum dalam hal 

daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai 

urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan termasuk alokasi dana desa, diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c serta 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (8) 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, perlu  menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Tata Cara Penundaan dan/atau 

Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang 

Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA 

PERIMBANGAN TERHADAP DAERAH YANG TIDAK 

MEMENUHI ALOKASI DANA DESA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat.  

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya 

disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang 



2021, No.446 -4- 

dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa dalam 

rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah 

diserahkan kepada daerah dan desa. 

4. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri 

atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. 

5. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU 

adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan 

daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi 

hasil dan dana alokasi umum. 

6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD 

adalah pendapatan desa yang bersumber dari DTU yang 

diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota. 

7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 

adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. 

8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 

dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah 

berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan 

negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

10. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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11. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. 

12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

13. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 

yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada 

satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna 

Anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor 

daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga 

yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan 

untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab 

pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran 

BUN. 

14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD 

adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan 

Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 

untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank 

umum yang ditetapkan. 

15. Surat Permintaan Pembayaran adalah dokumen yang 

diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi 

permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 

16. Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang 

diterbitkan oleh Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar 

untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran. 

17. Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat perintah 

yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk 

pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran 


